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Abstrak
 

Skripsi ini membahas mengenai bagaimana kedudukan hak privilege negara terhadap hak preferensi

pemegang Hak Tanggungan apabila objek yang dibebani Hak Tanggungan dilakukan penyitaan terkait

tindak pidana. Untuk menjelaskannya penulis menjabarkan bagaimana objek HT dapat dilakukan sita oleh

negara sehingga mengalihkan status hukum dari benda jaminan menjadi benda sitaan negara dan berada

dibawah kewenangan negara. Lalu penulis mengaitkan proses peralihan status tersebut dengan hak istimewa

(privilege) yang dimiliki negara, yang timbul karena objek jaminan yang disita negara termasuk dalam

lingkup piutang negara yang dapat mengesampingkan preferensi pemegang HT. Oleh karena itu penulis juga

menjabarkan  bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang HT yang harus mengalah terhadap

privilege negara. Hasil dari skripsi ini bahwa atas penyitaan objek HT kedudukan hak privilege negara

diutamakan dari preferensi pemegang HT. Namun penyitaan objek HT masih menimbulkan perdebatan oleh

Para Ahli terutama mengenai kedudukan yang harus didahulukan antara pemegang HT dan Negara atas

objek jaminan yang terkait hasil tindak pidana korupsi. Seiring dengan berkembangnya modus kejahatan

berdalih jaminan Hak Tanggungan, maka saran dari penulis perlu pengaturan yang tegas dalam UUHT atas

penyitaan objek yang dibebani Hak Tanggungan dan batasan ruang lingkup yang jelas atas definisi Piutang

Negara yang dinyatakan dalam penjelasan umum angka 4 UUHT.

<hr>

This thesis discusses how the privileged position of state against the preference position of mortgage right

holder when collateral objects are confiscated by state - related to the crime. The author describes by

explaining how the collateral object could be confiscated by the state which had divert the legal status of

collateral objects into confiscated objects under the authority of the state. Then author describes how the

transition process of object with special rights (privilege) held by state, which is confiscated, emphasize on

the scope of national accounts so have to override the preference of mortgage holders. Therefore, the authors

also describe how the legal protection is given to creditors as mortgage right holders, which has correlation

with collateral objects confiscated by the state in corruption cases and the legal action could be done by the

creditors. The result of this thesis is that preference position of mortgage right holder is under the privileged

position of state when collateral objects are confiscated by state. Meanwhile, the Confiscation of mortgage is

still debating within the expert, due to the conflict of interest between the state and the creditors (the state is

considered more important than the creditors). Along with the development mode of mortgage fraud over

the past few years, the suggestion that the author can give is the need for clear regulation in the Mortgage

Law about confiscation of collateral objects and also clear limits the scope of National Accounts definitions
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set out in item 4 general description of UUHT.


